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Abstrak: Penyebaran video porno atau bisa dikatakan dengan istilah revenge porn adalah 

menyebarluaskan konten tidak senonoh tanpa persetujuan seseorang yang berada didalam video 

atau gambar tersebut, hal ini telah melanggar Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan analisis kepustakaan dengan pendekatan 

perundang-undangan, teori-teori hukum, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain 

yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil dari penulis teliti, bahwa korban tidak sepenuhnya 

mendapatkan hak-hak berupa perlindungan dan pemulihan berdasarkan Pasal Pasal 67 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasaan Seksual. Dan Jaksa Penuntut 

Umum Hanya memberikan tuntutan kepada terdakwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik saja. 

Kata kunci: Perempuan, Perlindungan Hukum, Revenge Porno. 

 
Abstract: Distribution of pornographic videos or what can be said as revenge porn is the 

distribution of indecent content without the consent of the person in the video or image, this 

violates Article 45 paragraph (1) in conjunction with Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 

of 2016 regarding Information and Electronic Transactions. This research uses a normative 

juridical menthod by conducting literature analysis with a legislative approach and legal theories. 

Law books, legal journals and others related to the research title. The results of the author’s 

research are that the victim did not fully receive his rights in the from of appropriate protection 

and recovery based on Article 67 of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual 

Violence. And the public prosecutor only brought charges against the defendant based on Law 

Number 19 of 2016 conclusion Information and Electronic Transaction only. 
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PENDAHULUAN 
Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk telekomunikasi, media dan informatika 

(telematika) secara global telah membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara 
pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek 
kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi. Salah satu media teknologi 
yang begitu berkembang dengan cepat yaitu media sosial. Media sosial yang dipakai untuk 
berkomunikasi sehari-hari kini menjadi berbahaya jika seseorang menyalahgunakannya. 
Teknologi yang begitu berkembang juga telah menimbulkan beberapa dampak positif dan 
negatif.  

Media sosial seperti Youtube, Whatsapp, Twitter, Instagram dan lain sebagainya 
menjadi salah satu layanan yang banyak diminati kalangan penggunaan teknologi saat ini. 
Salah satu dampak negatif dari perkembangan ini adalah kasus penyebaran konten 
pornografi atau revenge porn tanpa persetujuan pihak yang terlibat didalamnya.  

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni pornos dan grafis. 
Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan 
seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul. Sedangkan grafis adalah 
gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, yang isi atau 
artinya menunjukan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat susila atau menyerang 
rasa kesusilaan masyarakat. Salah satu tindak pidana pornografi ini melakukan hubungan 
terlarang yang belum sah dimata agama dan hukum lalu menyebarkan gambar dan video 
asusila nya ke media sosialnya atau hanya sekedar mengirimkan ke rekan-rekan korban 
yang ada didalam video atau gambar tersebut. 

Di dalam Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatakan 
bahwa : 

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 

Penyebaran video porno atau revenge porn bisa diartikan penyebaranluasaan gambar 
atau video intim yang dibuat untuk kepentingan pribadi kepada public melalui media 
internet tanpa adanya persetujuan dari individu yang ada didalam gambar atau video 
tersebut. 

Pembuatan video porno ini bisa dilakukan sebagai paksaan oleh seseorang atau 
sama-sama setuju atau adanya pengaruh dari obat yang diberikan kepada korban. Lalu 
video ini disalahgunakan untuk mendapatkan kepuasaan bagi pelaku dengan cara 
mengancam korban untuk melakukan hubungan intim lagi, untuk memeras korban, untuk 
mengirimkan foto atau video mengenai korban untuk memenuhi nafsu pelaku. Hal ini 
membuat para korban ketakutan akan video asusilanya tersebar sehingga korban perlu 
mendapatkan perlindungan yang lebih dari aparat penegak hukum dan dokter psikologis.  

Bahwa perlindungan saksi dan korban haruslah dilindungi tanpa melihat dari status 
sosial para korban, keberadaan mereka juga harus menjadi kerahasiaan untuk diketahui 
banyak orang apabila dilihat dari status korban misalnya telah menjadi korban dari 
pelecehan seksual, penyebaran video porno dan korban lainnya yang termasuk melanggar 
asusila. 

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) sudah menyatakan bahwa 
setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama 
dimata hukum. Untuk mendapatkan suatu perlindungan dari pihak aparat penegak hukum, 
seseorang harus berani melaporkan atas tindakan yang membuat dirinya dirugikan, agar 
mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum yang berwenang. 
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Menurut Satjipto Rahardjo, mendefiniskan perlindungan hukum adalah perlindungan 
akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki 
oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan 
peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari lainnya. 

Peran dari aparat hukum untuk melindungi korban dari ancaman-ancaman pelaku 

sangatlah penting dah dibutuhkan oleh korban. Bukan hanya perlindungan hukum saja 

yang perlu didapatkan korban melainkan pendampingan dokter psikolog untuk 

menyembuhkan mental dan psikis korban hingga kembali normal. Pendampingan dokter 

psikolog sangatlah dibutuhkan, karena korban banyak mengalami tekanan dari pelaku 

hingga korban mengalami depresi berat bahkan sampai ingin melakukan bunuh diri. 

Perlindungan oleh aparat hukum dan dokter psikolog ini merupakan hal yang harus 

didapatkan oleh para korban penyebaran video porno atau revenge porn. 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian hukum terdapat dua jenis, yaitu penelitian hukum yuridis normatif dan 

penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yuridis normatif ialah penelitian hukum yang 
menggunakan sumber data sekunder dan kepustakaan. Data sekunder adalah data yang 
sudah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Data 
sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah 
penelitian hukum yang datanya bersumber langsung dari masyarakat. Dalam penelitian 
yang dilakukan oleh penulis terkait skripsi ini maka penulis menggunakan metode Peneliti 
Hukum Yuridis Normatif. 

Dalam melaksanakan penelitian hukum, diperlukan pendekatan hukum untuk 
memperoleh informasi yang relevan tentang objek penelitian yang sedang diteliti. Maka 
dari itu, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya: 

1) Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah 
semua peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan objek penelitian. 

2) Pendekatan terhadap Kasus, pendekatan ini melibatkan analisis kasus terhadap kasus-
kasus yang berhubungan dengan peristiwa hukum yang sedang diteliti dan sudah 
memiliki putusan dari pengadilan yang inkrah. 

3) Pendekatan Konseptual, pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dari 

pandangan-pandangan para ahli hukum yang sesuai dengan objek penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Video Porno 

atau Revenge Porn 

Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak 

hukum bagi siapapun yang menjadi korban tindak pidana. Perlindungan hukum diambil 

dari Bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah protection of the law. Kata perlindungan 

menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang berarti 

menempatkan di balik atau di belakang sesuatu agar tidak kelihatan. 

Penyebaran Video Porno atau yang biasa dikatakan dengan istilah revenge porn 

adalah sesuatu yang dilakukan seseorang untuk merugikan orang lain dengan cara sengaja 

menyebarluaskan gambar atau video yang mengandung hal-hal yang tidak senonoh seperti 

sedang melakukan hubungan badan atau gambar hal-hal yang seharusnya tidak 

diperlihatkan oleh banyak orang yang bersifat privasi. 

Setiap warga Negara wajib mendapatkan perlindungan hukum sebagai mana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Peran Negara sangat penting dalam 

menegakan Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk terhadap hak perempuan. Berdasarkan 

instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, bahwa pihak yang terikat secara 
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hukum dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia adalah Negara. Di Indonesia mengatur 

mengenai tanggungjawab Negara dalam beberapa undang-undang yang mengatur tentang 

pelaksanaan penegakan Hak Asasi Manusia. Hal ini diatur dalam Pasal 28I ayat (4) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa: 

Perlindungan, pemajuan, penegakan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi 

manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah. 

Didalam kasus kekerasaan seksual ini apalagi dengan tindakan penyebaran luasaan 

video porno, korban mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasaan Seksual. Di dalam Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasaan Seksual terdapat pada Pasal 67 

yang menjelaskan bahwa: 

1) Hak Korban meliputi: 

a. Hak atas Penanganan; 

b. Hak atas Perlindungan; dan 

c. Hak atas Pemulihan. 

2) Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban Negara dan dilaksanakan sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan Korban. 

Perlindungan hukum tidak membedakan laki-laki dan perempuan karena pasal 28G 

ayat (1) UUD 1945 menguraikan bahwasannya setiap orang mempunyai hak dan rasa 

aman serta berhak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 

berbuat. Perlindungan hukum diberikan oleh setiap individu atau pemerintah baik dari 

swasta untuk diberikan kepada seseorang sesuai dengan hak-hak manusia. 

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyebaran video porno tentunya 

sangat perlu mendapatkan penanganan, perlindungan dan pemulihan dari aparat hukum 

berdasarkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasaan Seksual. Perlindungan 

korban bisa diberikan oleh aparat hukum baik dalam bentuk perlindungan yang bersifat 

langsung maupun tidak langsung. Perlidungan secara langsung yang artinya bisa dinikmati 

secara nyata oleh korban, seperti diberikan kompensasi dan perlindungan dari segala 

ancaman pemberitaan yang merendahkan martabatnya. Sementara perlindungan secara 

tidak langsung yang diberikan oleh korban yaitu hanya bisa dirasakan secara emosional 

saja, seperti diberikan rasa kepusaan secara aman, sehat dan bebas.  

Tujuan dilakukannya perlindungan korban ini untuk memberikan rasa aman dan 

nyaman kepada korban saat menghadiri persidangan atau berada dilingkungan luar rumah, 

memberikan dukungan serta pengobatan dokter psikolog akan psikis korban normal 

kembali dari rasa trauma yang dialami dan melindungi identitas pribadi korban agar tidak 

diketahui oleh banyak masyarakat sehingga membuatnya merasa terganggu. 

Bentuk Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Video Porno 

dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi 

dan Elektronik 

Di dalam peraturan perundang-undangan, tanggung jawab atau pertanggungjawaban 

pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku tindak 

pidana. Yang artinya apabila seseorang melakukan tindak pidana harus dimintai 

pertanggungjawaban yang telah dilakukannya. 

Pertanggungjawaban adalah kewajiban seseorang untuk dilakukan/dijalankan sesuai 

hukum yang sudah diberlaku sesuai dengan kejahatan yang telah diperbuatnya, dan ini 

merupakan suatu kewajiban untuk memberikan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan 

kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang terjadi. 

Unsur utama dari pertanggungjawaban hanyalah kesalahan (schuld), sehingga 

diperlukaan pembedaan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan 
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karakteristik orang yang melakukannya. Aturan hukum dalam hukum pidana materiil 

mengenai pertenggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus 

ada pada diri seorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana. Sifat melawan hukum 

adalah unsur dari tindak pidana dalam wujudnya sebagai perbuatan yang bersifat melawan 

hukum. Kesahalan yang merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana, dan kesalahan 

harus dibedakan dengan tindak pidana. 

Pertanggungjawaban pidana harus dijalankan oleh seseorang yang telah melakukan 

kesalahan/melanggar aturan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang, hal ini menjadi 

bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. 

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl, didalam dakwaan dan tuntutan jaksa 

penuntut umum telah sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Namun 

menurut analisa penulis, terhadap dakwaan dan tuntutan tidak sesuai, karena jaksa 

penuntut umum dalam putusannya berfokus dalam Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, padahal sebelum video porno tersebut disebarkan, pelaku telah 

melakukan persetubuhan badan dengan korban, yang seharusnya ada Pasal lain yang 

diterapkan didalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. 

Menurut pendapat penulis, pertanggungjawaban pidana yang diberikan oleh Jaksa 

Penuntut Umum dan Hakim Tidak sesuai karena hanya menerapkan Pasal 45 (1) juncto 27 

(1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana terdakwa 

mendapatkan hukum penjara selama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 

1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Penulis tidak sependapat dengan dakwaan jaksa 

penuntut umum, karena pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada terdakwa 

harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang mana telah melakukan 

kekerasaan seksual berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Tindak Pidana Kekerasaan Seksual, yang dimana terdakwa harus mendapatkan hukuman 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 1ama 12 (dua belas) tahun dan denda 

paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 

200.000.000 (dua ratus juta rupiah). 

KESIMPULAN 
Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran video porno 

atau revenge porn, maka dapat disimpulkan bahwa dalam putusan tersebut korban 
memang benar belum mendapatkan perlindungan yang sesuai berdasarkan Pasal 67 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasaan Seksual. Dan 
didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang 
mana semua warga Negara wajib mendapatkan perlindungan hukum. Dalam kasus 
revenge porn, Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi setiap 
kewajibannya dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang telah diatur di atur dalam Pasal 
28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2022 Pasal 67 yang telah menjelaskan tentang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasaan 
Seksual dengan tindakan Penyebar luasaan video porno atau revenge porn. Telah 
dijelaskan mengenai hak korban yang meliputi hak atas penanganan, hak atas 
perlindungan dan hak atas pemulihan. 

Bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana penyebaran video 

porno atau revenge porn, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa hanya mendapatkan 

hukuman dan sanksi berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dengan hukuman kurungan penjara 

selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (1 milyar) rupiah. Namun 

menurut analisa penulis, terhadap dakwaan dan tuntutan tidak sesuai, karena jaksa 
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penuntut umum dalam putusannya berfokus dalam Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, adanya kejahatan lain yang dilakukan oleh terdakwa yaitu 

melakukan persetubuhan badan tanpa seizing korban yang mana telah melanggar Pasal 4 

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasaan Seksual. 

Penulis tidak sependapat dengan dakwaan jaksa penuntut umum, karena pertanggung 

jawaban pidana yang diberikan kepada terdakwa harus sesuai dengan perbuatan yang 

dilakukan terdakwa. 
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